
WALIKOTA PALANG 
PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA 
NOMOR �5 TAHUN 2018 

TENT ANG 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA 
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN DAN TATA CARA 

PEMBAYARAN UANG MAKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA 
DI LING KUN GAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RA YA 

WALIKOTA PALANGKA RAYA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memotivasi Aparatur Sipil Negara di 

lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya demi 

terselenggaranya peningkatan kinerja, perlu memberikan uang 
makan kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah 

Kota Palangka Raya; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota 

Palangka Raya tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan 
Walikota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2012 Tentang 
Pemberian Dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan Bagi 

Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota 

Palangka Raya; 

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan 

Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2753); 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 

Mengingat 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 



Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4503); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

18. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 
2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka 
Raya Nomor 4); 

19.Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2012 
tentang Pemberian Pemberian Dan Tata Cara Pembayaran 
Uang Makan Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan 
Pemerintah Kota Palangka Raya sebagaimana telah dirubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Palangka 
Raya Nomor (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 
Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Kota Palangka Raya 
Nomor 1); 
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Menetapkan 

20. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 25 Tahun 2017 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka 

Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 

25, Tambahan Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1); 

MEMUTUSKAN: 

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT 
ATAS PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 4 
TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN PEMBERIAN DAN TATA 
CARA PEMBAYARAN UANG MAKAN BAGI APARATUR SIPIL 
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA 

RAYA. 

PasalI 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Palangka Raya 
Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Tata Cara 

Pembayaran Uang Makan Bagi Aparatur Sipil Negara Di 

lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota 
Palangka Raya Tahun 2012 Nomor 4), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali dengan Peraturan Walikota: 
a. Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Walikota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2012 tentang 

Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan Bagi 

Aparatur Sipil Negara Di lingkungan Pemerintah Kota 

Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 

2013 Nomor 3); 

b. Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2012 

tentang Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan 

Bagi Aparatur Sipil Negara Di lingkungan Pemerintah Kota 

Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 

2014 Nomor 5); 

c. Nomor 36 Tahun 2014 ten tang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2012 

tentang Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan 

Bagi Aparatur Sipil Negara Di lingkungan Pemerintah Kota 

Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 

2014 Nomor 36); 
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Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 3 ayat 

(1) berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 3 

( 1) Besaran uang makan yang diberikan kepada Aparatur Sipil 

Negara sebagai berikut: 
a. Golongan I dan II : Rp. 35.000,- (Tiga Puluh Lima 

Ribu Rupiah); 
: Rp. 37.000,- (Tiga Puluh Tujuh b. Golongan III 

c. Golongan IV 

Ribu Rupiah); dan 
: Rp. 41.000,- (Empat Puluh Satu 

Ribu Rupiah). 

Pasal II 

Peraturan W alikota 
diundangkan. 

• • 
mi mulai berlaku pada tanggal 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kata Palangka Raya. 

Ditetapkan di Palangka Raya 
pada tanggal 31 .i.esember 2018 

WALIKOTA PALANGKA RAYA, 

' 

FAI 

Diundang di Palangka Raya 
pada tanggal 3"1 ..:esember 2018 

SEKRETARIS D ERAH KOTA PALANGKA RAYA, 

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2018 NOMOR 


